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BUPATI ACEH TENGAH

Bahwa Rencana Detall Tata Ruang Kawasan Agrowisata
Aty Lintang Kecamakan Linge/lsag Kabupaten Aceh
Tengah pada hakekatnya untuk menciptakan
keselmbangan dan keserasian- lingkungan agriblsnis.

Bahwa untuk niencapal maksud tersebut  dapat
diwujudkan dalam pengaturan pala intensitas penggunaan
tanah Aty Lntang dan penentuan jenjang fungsi
pelayanan kegiatan kota Kecamatsn dan jaringan jalan
sebagal penunjang keglatan tersebut.

Bahwa untux maksud tersebut perlu ditetapkan dalam
suatu Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

Undang-Undang Momor 7 {Drt) Tahun 1956 Daerah
Otonumi Khusus, Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera’ Utara jo Undang-Undang
Momer 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Tanggara.

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1960 tentang Undang-
Undang Pokok Ag..ria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Momar 20347,

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1892 tentang Penataan
Ruang Lembaran MNegara tahun 1960 MNomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nemor 3501.
Undang-Undang MNomor 23  Tahun 1997 - Tentang
Pengaloizan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Tahun
1597 Nomor 68, tambahan Lembaran Megara Mo. 3699).
Undang-Undang MNomor 22 Tahun 1999 tentang
Pem. sintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1999
Nomor 60),
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Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2001 tentang Ctonornl
Khusus Bagl Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagab
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 1i4. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4134).

Peraturan Pemerintah Memer 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintal dan Kewenangan Provinsl
Sebagal Daerah Otorom,

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
Bentuk Produk Hukum Daerah.

Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Penyusunan dan Mater] Muatan Produk Hukum
Daerah.
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DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RENCANA

DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROWISATA ATU
LINTANG KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

o ap e

w

Daarah adalsh Kabupaten Aceh Tengah.
Bupat| adalah Bupat] Aceh Tengah 2
Wakil Bupat] adalah Wakil Bupau Aceh Tengah

Wilayah Perencanaan adaleh wilaysh yang diarahkan pemanfaatan
ruangnya sesuai dengan ROTR Kawasan Agrowisata.

Wilaysh adalah kesatuan geografls dengan wujud  struktural
pemantastan ruang yang menggambarkan perwujutan, pemanfaatan
setigp ruang dan ikatan manfaat ruang di wllayah Atu Llntang
Kecamatan Linge adalah merupakan Bagian darl Kabupaten Acch
Tengah.

Rencana Detall Pengembangan Agrowisata Atu Lintang adalah
pemanfaaten lakan untuk penunjang agrowisata yang disusun secara
rinci untuk menjaga keserasian pembangunan antar ssktor dalam
rangka penyusunan dan pengendalian program pengembangan objek
dan daya tarik Agrowisata Atu Lintang,

Drainase makro adalah saluran pembuanhgan air hujan utama (Primer)
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Alr Uimibah adalan alr kotor hasf pembuangan dari pengembangan
fasilitas pariwlsata.

Drainase mikro adalsh saluran pembuangan air hujan penunjang
(Sekunder),
Air bersih adalah air yang memenuhl standar penggunaan secara
higienls (kesehatan)
Garls sempadan bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis
pengaman bangunan yang ditentukan menurut standar.
Keeflsien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah
perbandingan antara luas lantal dasar banguman terhadap luas
kapling yang dinllal dengan persentase.

. Koefesien lantal bangunan yang selanjumnya disebut KLB adalah
perbandingan antara luas lantal tetbangun dengan luas bangunan.
Jasa yang di maksud adalah perdagangan jasa.

=

a

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Detall Kawasan Agrowisata Atu Lintang Kecamatan Linge Kabupaten
Aceh Tengah dimaksudkan urtuk menciptakan keseimbangan dan keserasian
lingkungan yang menunjang pengembangan agribisnis. Sedangkan tujuan
adalah mengarahkan pemanfaatan lahan secara optimai dengan lsbin regas
dar teratur dalam upaya
pembangunan fisik di Wilayah Perencanaan K.awasan Atu umng senara
teruiur balk kualitatif maupun kuankitatif.

BAB III
RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

{1). Wilayah perencanaan termasuk dalam administrasl Kampung Atu Lintang
Kecamatan Linge.

(2). Luas wilayah perencanaan Induk adalah 200 Ha.

Pasal 4
Batas wilayzh perencanaan menurut bates-batas fisik adalah :
- Sebelah Utara™ : Atu Lintang T11.
- Sebelah Selatan : Aty Lintang TV.
- Sebelah Timur : Berawang Dewal.

- Sebelah Barat : Meurah Mege.



BAB 1V
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
AGROWISATA ATU LINTANG

Pasal 5

Rencana ini diperuntukkan untuk Tata Ruang Agrowisata Atu Lintang sebagal
mana dimaksud pasal inl tertuang dalam peta skala 1: 10.000, tercantum
dalam lampirah merupakan baglan tidak terpisahkan dalam Qanun inl.

Pasal 6

(1). Rencana Dekail Tata Ruang agrowisata merlpakan landasan permikiran
untuk pengaturan, penertiban dan pengendalian serta pengembangan
untuk menunjang  pembangunan fasilitas Objek dan daya tarik
agrowisata (ODTA) Atu Lintang Kecamatan Linge.

Pengaturan,  penertiban,  pengendalian  dan  pengembangan
pambangunan yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, diwujudkan dalam
bentuk perizinan, pengawasan dan tindakan lainya sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang beriaku,

{2).

BAB V
PERUNTUKAN LAHAN

Pasal 7

Sesual dengan ‘arahan struktur tata ruang wilayah kawasan Agrowisata Afu
Lintang dan rencana struktur jaringan jalan, maka arahan penggunaan lahan
di wilayah perencanaan meliputi ;

Perumahan
. Perkantaran

e

Pardagangan

. Jasa

. Lahan Perkebunan
Holtikultura

. Akomodasl

. Kolam Ikan
Perparkiran
Kawasan Hijau
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. Restoran
Rumah Makan
m. Dan Lain-lain



Pasal B

Rencana peruntukan lahan perumahan dikembangkan pada salah satu tempat
untuk penduduk disekitar kawasan ysng sekallgus akan menjadi pengelola
lahan untuk tenaman produk Agrowlsata. Hal inl mengingat tefitang perlunya
pengaturan lahan yang slstematik dan terukur balk secars kuantitas dan
kualitas,

Pasal 9

Rencana 1gan Agrowlsata i pada kawasan
perencanzan, Hal ini bertjuan untuk mempermudsh komunikasi dan

pertukaran Informasi dengan wisatawan baik Mancanegara maupan Nusantars x
pada tlap pusat keglatan.

pasal 10
Rencana peruntukan |ahan untuk pusat perbelanjaan akan ditetapkan dalam
kawssan perencansan. Pemilhan lokasi didasarkan pada kemudahan
jangkauan untuk seluruh wisatawan yang datang tanpa menginap dan yang
aken menginap pada Objek dan Daya Tarik Agrowlsata pada masing-masing
pusat pengembangan yang direncanakan,

Pasal 11

(1). Penggunaan lahan untuk kegiatan Jesa komersial diaraitkan di sepanjang
jalan ysng melingkari kawasan perencanaan dengan  penetapan

. perencanaan tapak bangunan. :

(2). Segela jenis ussha yang berkaitan dengan ayat di atas diatur dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penggunaan lahan untuk kegiatan pendidikan diarahkan diluar lokasi
perencanaan. Pada prinsipnya pengembangan pendidiken diarahkan pada
lingkungan dan kawasan perumahan.

Pasal 13

Penggunaan lahan untuk kesenatan direncenaken dalam kawssan khususnya
untuk bantuan bagi para wisatawan yang disesusikan depgan tingkat
kebutuhan dimssa mendatang.

Pasal 14

penggunaan lahan untuk tempat peribadatan disesuaikan dengan standar
kebutuhan, dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung.
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Pasal 15
{1). Kawasan ini dapar dibedakan ates dus fenis fasilitas yang diperiukan,
yaitu "Outdoor” dan "Indoor™

(2). Pengunaan lahan untuk Objek dan daya Tarik agrowisata yang terpusat
serta Objek dan Daya Tarlk Agrowisata yang menyebar.

Pasal 16
1). Kawasan perparkiran i Wilayah Perencanaan  Atu lintang
Pengalokesiannya bersatu. derigan kawasan pusat perbelanjaan,
* perkantoren dan témpat rekreasi. :
(2). Pengaturan dan penentuannys dlatur dengan Keputusan Bupati Acsh -
Tengah.

Pasal 17

‘Kawasan Konservas! meliputi |

Sepanjang aliran sungai dalam kawasan perencenaan dan tanaman
pohen untuk penghijauan  dalam kawasan perencanaan. :

. Sepanjang jalur jalan ditentukan menurut standar yang berlaku.

Pasal 18

Sebagian lshan tetap diblarkan kosong untuk pengembangan selanjutnya,
terutama lahan-lahan yang memeriukan banyak biaya untuk pengembangan
dalem waktu sigkat.

BAB VI
UTILITAS ANGAN KAWASAN A

Pasal 19
Utilitas Kawasan Pengembangan Agn’)w'\sata mefiput] ©
Saluran Air Hujan (Drainase)
Saluran air Limbah
- Perpipaan Air Bersih
- Pengelolaan Sampah
- Jaringan Listrik
Jaringan Telephon



Pasal 20 .

(1). Pengembangan sistern drainase di Wilaysh Atu Lintang sampai dengan™
tahun 2005 adalzh sebagal berikut ©

- Pengembangan dan pengaturan sistem drainase makro dan mikro

- Mencegah perkembangan keglatan yang dapat menghambat fungsl
saluran dralnase,

(2). Pengembangan sistem drainase di wilayah Atu Lintang dengan drainase
makro, dengan pembuangan pintu kontrol air-di kawasan perancanaan.

Pasal 21

Saluran air di Wilayah Perencansan At Lintang akan dikembangkan
menggunakan sistem off site (Sistem terbuka).

Pasal 22

(1]. Rencana Pengerbangan sir bersih/air minum di Vilayah Aty Lintang
sampal dengan tahun 2005 adalah sebagal berikut :

Terpenuhinya kebutuhan alr bersih seluruh wisatawan dan panduduk
wilayah Atu Uintang.

Pengadaan sarena dan prasarana pelayanan alr bersih.

. meningkatkan kapasitas dan sistem pelayanan alr bersih oleh PDAM.

Mernanfaatkan sumber alr bersih secara optimal,

- gengembangkan sistern jaringan terpadu dengan jaringan utilitas
esa.

Pasal 23

Untuk mengelola sampah dalam kawasan perencanaan Agrowisata akan
dibangun tempat-tempat penampungan sampah di setizp abjek dan daya tarik
wisate dengan tetap berpijak pada konsep wawasan Hngkungan.

Pasal 24
Sasaran pangembangan jaringan Listrik sampal Tahun 2010 sebagai berlkut
(1), Peringkatan kapasitas slstem jaringan listrlk di Wilayah Kecamatan Linge
umumnya dan di- Kawasan Perencanaan Khususnya guna memenuhi
kebutuhan penunjang kepariwisataan dan penduduk i sekitar kawasan.
(2). Mengembangkan sistem jaringan listrik yang terpady dengan jaringan
utilitas umum lalnnya.




Pasal 25

(1). Pengadaan jaringan telepon ditujukan untuk memenuhl kebutuhan
sarana telekomunikas! sebagal berkut :

. Kebutuhan penunnjang fasiitas pendukung objek dan daya tarik
agrowlsata.
- Telepon umum dan koln untuk kebutUhan Wisatawan.
(2). Pembangunan slstem jaringan. 3
- ' Pembangunan sistem jarlngan Telephon bawah tanah dan jaringan
Telephon Udara

- Pengadaan Sistem Telephon Otomat dengan kapasitas pelayanan
minimal 2500 Satuan Sambungan Telephon (SST).

BAB VII
Pasal 26
Pengendalian Ruang meliputi :

- Koefislen Dasar Bangunan (KDB),
Koefisien Lantsi Bangunan (KLB),
Garis Sempadan,

Penanganan Bangunan.

Pasal 27
Untuk pemanfaatan lahan Kawassn Perencanaan Batu Lintang Kecamatan
Linge, Kocfesien Dasar Bangunan (KDB] diarahkan :

. KDB 40 - 60% darahkan pada pusat Pengembangan yang
merupakan kawasan ~ perkanteran, perurhahan  dan  kawasan
pembelanjaan.

. KDB 0 - 20% dlarshkan pada pusat pengembangan fasllitas lainnya.

KDB 0% diarahakan untruk kebun agro, ruang terbuka hijau dan
hutan iindung.

s Pasal 28 :
Kaefislen Lantal Bangunan diwilayah Perencanan adalah sebagai berfkut :
- Disepanjang sisi jalan masuk disarankan membangun maksimum 3
lantal
- :Dlsepanjang sisi jalan lokal disarankan membangun maksimum 2
antai

Pasal 29
Perpetakan lahan untuk perumahan diwilayah perencanaan disesualkan
dengan kebutuhan, namun tetap fharus melalui koordinas! dengan pengelola
dan Bupati,



Pasal 30

Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditentukan berdasarkan lebar jalan (Daerah
manfaat jalan/Damaja/ateu RIght OF Way/ Row) adalah :

Jalan ucama 8 meter
- Jalan dalam lokasi 4 meter

Pasal 31
Pananganan Bangunan diarahakan pada :
Pernbangunan baru
- Peningkatan Kandisi
- Perbaikan, untuk kandisi bangunan/ lingkungan

- Pembongkaran, pada bangunan yang terdapat dikawasan konservasi/
garis pi alul alur serta 1 jalan
yang tidak layak hunl dan tidak mempunyal izin yang sah.

BAB VIII
PELAKSANAAN
Pasal 32
1) Dalam melaksanakan setigp program dalam kawasan Atu Lintang
Kecamatan Linge harus menunjang usaha pencapain tujuan pemanfaatan
yawasan secara optimal, serasi, ssimbang dan lestari.
2) Setiap keglatan Pembangunan baik flslk maupun non fisik dlkawasan *

perencanan harus berpedeman pada RTRWK dengan memperhatikan
petunjuk teknis ruang dan kesesuaian lahan,

BAB IX
PENINJAUAN KEMBALL

Pasal 33

Peninjauan kembali Rencana Datall Kawasan Agrowiasata Kecamatan Linge
dilakukan setiap 5 {lima) Tahun sekall
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(2).

{2).

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Pelanggaran dalam - ketentuan Qanun Inl, diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya & (enam) bulan atau denca setinggi -
tingginya Rp. 5.000.000,~ { Lima Juta Rupiah).

Tindak pidana sebagai mana dimaksud ayat (1) merupakan tindak pldana
perangaran. p

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 35

. Penyidikan terhadap pelanggaran  ketentuan dalam Qanun inl selain

dilakukan oleh penyldik Umum;/Polri dapat juga dilakukan aleh Penyldlk

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang

pengangkatannya - ditetapkan  sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Penyldik mempunyai wewenang

Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentarig adanya

tindak pidana;

Melakukan tindakan pada seat jtu di tempat kejadian dan atau

melakukan pemeriksaan;

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memerlksa tanda

pengenal dirl;

. Melakukan penyitaan benda atau surat;

Mengambil sidik jari atau memotrel seseerand;

Mengambil seseorang untuk didenganr dan atau diperiksa sebagal

tersangka atau saksl; .

Mendataiigkan saksl ahii yang diperiukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjul dart
Penyldik Umum bahwa ticak terdapat cukup bukt ateu peristiva
tersebut bukan merupakan tlndak pidana dan selanjutnya melalui
Penyidik Usnum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut *
Umum, tesangka atau keluarganya;

Melakukan  tndakan - lain  menurut  hukum - yang dapat
dipertanggunajawabkan.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36 ~

Hal -hal yang belum distur dalam Qenun ini sepanjang mengenal teknis
pelaksanaanya akan diatur lebin anjut dengan Keputusan Bupatl.

Pasal 37
Ganun ini mulal berfaku sefak tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang  dapat mengetahuinya,  memerintahlcan
Pengundangan Qanun inl dengsn penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkén di : Thkengan
Pada Tanggal : 25 Januerl 2003

UPATI Acﬂk‘mam o 4

’ -
4] H. MUSTAFA M.TAMY

Diundangkan di : Takengon
Tan H nuar] 2003
éEKRETanS DAERAH KABUPATEN
—
- I NASARUDDIN *
e Pembina Utama/ Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
“Tzhun 2003 Nomor : 07
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